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Ada 8 Temuan_D_alam Oplm
WTP Pemkot Yogyakarta

 Ade 3 Twsa

meskipun merath opini wajar

tanpa pengecualian (WTP). Pi-

hak BPKAD pun akan menyi-

apkan langkah terkait dengan
tersebut.

Dalam Opini WTP

& Sambungan Hal13

“Temuan ini bagian tak
terpisahkan dari opini WTP
tersebut. Tidak bersifat no-
minal, namun administra-
si pencatatan aset,” jelas
Kadri, Kamis (1/6),

Dia menjelaskan, adanya
temuan ini menjadi hal yang
harus dievaluasi dalam pe-
nyelenggaraan pelayanan di
Kota Yogyakarta, Pihaknya
pun akan segera menjalan-
kan rencana aksi tersebut.
Paling lambat 60 harl sete-
lah mendapat dari
BPK maka sudah harus di-
berikan tanggapannya.

Pihaknya pun akan me-
nyertakan target waktu pe-
nyelesaian di dalam rencana
aksi tersebut akan. Terma-
suk, nantinya juga akan ada
pengawasan ulang oleh BPK.
Kadri menyebut BPK memi-
liki petugas khusus yang

melakukan monitoring pada
beberapa temuan.

Kadri menambahkan, pe-
meriksaan yang dilakukan
BPK semakin detail dari
tahun ke tahun, Namun,
hingga delapan kali, Pemkot
setempat meraih opini WTP.
Artinya, azas transparan ada
dalam keuangan pemikot.

“BPK {tu melihat ada
empat unsur pemeriksa-
an, meliputi kecukupan
pengungkapan informasi
keuangan daerah, penyu-
sunan laporan sesual stan-
dar akuntasi pemerintah,
efektifitas pengawasan
internal, dan kepatuhan
terhadap undang-undang.”
jelasnya. ~

Kadri juga menyebutkan
pelaksanaan e-budgeting
menjadi salah satu alat ban-
tu agar pengelolaan anggar-
an bisa lebih transparan,
Pasalnya, tanpa melalui sts-
tem, maka anggaran tidak
bisa dicairkan. =

Ketua Panitia Khusus
(Pansus) LHP BPK, Nasrul

untuk Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) karena ada per-
bedaan data, dan di sejumiah
aset darl bantuan pemerintah
pusat.

® ke halaman 14

Khoiri memintat Pembot un-
tuk tidak berpuas dirl dan
tenggelam dalam capaian
opini WTP dari BPK. Pasal-
nya, BPK memberikan LH-
Pnya terkait dengan penda-
patan tahun anggaran 2016
yang masih harus diklarifi-
kast.

“Capaian WTP yang bertu-
rut-turut ftu menjadi cam-
buk untuk tidak berpuas
diri. Ada banyak hal yang
belum optimal dan ternyata
tidak terekam dalam laporan
tahunan BPK." ujarmya.

Sementara, temuan dalam
LHP BPK tahun 2016 ini,
kata dia menjadi momentum
bagi DPRD untuk mengopti-
malkan fungsi pengawas-
an lebih detail atas hal-hal
yang disampatkan eksekutif.
Sementara, bagi masyarakat
menjadi momentum untuk
terus memberikan kritik dan
masukan.

“Sekaligus untuk taat
aturan. Khususnya, bagi
wajib pajak dan wajib retri-
busl,” jelasnya. (ais)
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